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BAB Il
TINJAUAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN SEWA

BELI KENDARAAN

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan aktifitas yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan
manusia modern. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang lain atau lebih.” *°

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian
adalah:
a. Suatu perbuatan.
b. Antara sekurangnya dua orang.
c. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji

tersebut.
Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313

KUHPerdata menjelaskan kepada kita semua bahwa perjanjian hanya mungkin

16 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita,
Jakarta,2008, him. 338.
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terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun
tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.*’

Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang
didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan
hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hokum
yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga
suyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai
dengan yang telah disepakati.'®

Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang
berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal.'* Sementara itu, Purwahid Patrik memberikan
pengertian perjanjian yaitu perbuatan hukum, perbuatan hukum adalah perbuatan-
perbuatan dimana untuk terjadinya atau lenyapnya hukum atau hubungan hukum
sebagai akibat yang dikehendaki oleh perbuatan orang atau orang-orang itu.?
Dalam pasal 1313 KUHPerdata bahwa suatu “persetujuan adalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau
lebih.”

Berdasarkan uraian di atas, perjanjian yaitu suatu persetujuan dengan

mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal

7 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Rajawali,
Jakarta, 2010, him. 7-8. 14

'8 Sudikno, llmu Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008, him. 97

19 Subekti 11, op.cit., him.1

% pyrwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, him.
47
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yang bersifat kebendaan yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan. Dalam

perjanjian terdapat konsensus antara pihak-pihak, untuk melaksanakan sesuatu

hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang.?’ Secara
sederhana, pengertian perjanjian adalah apabila dua pihak saling berjanji untuk
melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan mengenai harta
kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Adapun sifat-sifat dari perjanjian yaitu sebagai berikut:

a. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok
bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.

b. Perjanjian obligator adalah perjanjian dimana pihak-pihak sepakat
mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain.
Menurut KUHPerdata perjanjian jual beli saja belum lagi mengakibatkan
beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase ini
baru merupakan kesepakatan dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan
(perjanjian kebendaan).

c. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan
haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban
pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain. Penyerahan

itu sendiri merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian jual beli

21 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya, 2000, Bandung,
him.224-225.
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benda tetap, maka perjanjian jual belinya disebutkan juga perjanjian jual beli
sementara.

d. Perjanjian bersifat konsensual adalah perjanjian dimana diantara kedua belah
pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk menngadakan perikatan.
Menurut KUHPerdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat.?

e. Perjanjian bersifat riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi
barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang pasal 1741
KUHPerdata dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPerdata.

2. Asas-Asas Perjanjian

Setiap ketentuan hukum mempunyai sistem tersendiri yang berlaku sebagai
asas dalam hukum tersebut. Demikian pula halnya dalam hukum perjanjian, yang
memiliki asas-asas sebagai berikut:

a. Asas Konsensualisme
Asas konsesualisme atau asas sepakat adalah asas yang menyatakan
bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan itu timbul atau dilahirkan sejak
detik tercapainya kata sepakat atau kesepakatan. Dengan perkataan lain,
perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok
dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Dalam asas ini, disebutkan bahwa

perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (concensus) dari

%2 Mariam Darus Badrulzaman et.al, Kompilasi Hukum Perikatan, Penerbit PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2001, him. 66
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pihak-pihak.Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk
dan tercapai tidak secara formil tetapi cukup melalui konsesus belaka.?

Asas ini disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan
salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan tanpa menyebutkan
harus adanya formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah tercapai
itu. Dalam Pasal 1320 butir (1) KUH Perdata yang berarti bahwa pada asasnya
perjanjian itu timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya
konsensus atau kesepakatan.* Perjanjian baru sah dan mempunyai akibat
hukum yaitu sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak, mengenai
pokok perjanjian.

Berdasrkan penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa dalam
asas konsesnsualisme perjanjian yang dibuat itu dapat secara lisan maupun
secara tulisan berupa akta jika dikehendaki sebagai alat bukti. Undang-undang
menetapkan pengecualian, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan
perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian perdamaian atau dengan
Akta Notaris).

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan perjanjian para pihak menurut

kehendak bebas membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikat diri

dengan siapapun yang ia kehendaki, para pihak juga dapat dengan bebas

2 AbdulKadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, Bandung, Alumni, him 85
' R. Subekti, 2001,Hukum Perjanjian, Jakarta PT. Intermasa, him. 15. 8
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menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan
ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum
maupun kesusilaan.

Asas kebebasan berkontrak berarti bahwa setiap orang dapat
menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang tidak dikenal dalam perjanjian
bernama dan yang isinya menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur
oleh undang-undang.”® Asas kebebasan berkontrak (Freedom of Contract)
diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa:
“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang
bagi mereka yang membuatnya”. Artinya para pihak diberi kebebasan untuk
membuat dan mengatur sendiri isi perjanjian tersebut, sepanjang tidak
melanggar ketertiban umum dan kesusilaan,®® memenuhi syarat sebagai
perjanjian, tidak dilarang oleh Undangundang, sesuai dengan kebiasaan yang
berlaku, dan sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.?’

Menurut hukum perjanjian Indonesai, ruang lingkup berkontrak terdiri
atas hal-hal berikut:

1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.

2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingin membuat perjanjian.

zz J. Satrio, 1999, Hukum Perikatan, Perikatan pada umunya, Bandung, Alumni, him. 36
Ibid.
2" Munir Fuady, Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Cet. 2., Bandung,
PT.Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 30.
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3) Kebebasan untuk memilih obyek perjanjian.
4) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada asasnya
dapat membuat perjanjian dengan siapa saja, bebas menentukan isinya,
bentuknya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan
ketertiban umum

c. Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda)

Asas kekuatan mengikat merupakan suatu kontrak yang dibuat secara
sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi
kontrak tersebut, mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak
tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat
undangundang.20Pada asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH
Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH
Perdata dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang telah disepakati bersama
oleh para pihak akan mempunyai kekuatan mengikat yang sama bagi kedua
belah pihak dan harus ditaati, bilamana terjadi penyimpangan dan pelanggaran
oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka akan berakibat pihak dapat
mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasi atau adanya ingkar janji. Asas
pacta sunt servanda ini juga menyimpulkan adanya kebebasan berkontrak

seperti terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dengan demikian
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semua orang dapat membuat perjanjian, apapun nama perjanjian itu para
pihak dapat dengan bebas membuat perjanjian.

Dalam suatu perjanjian, maka dipenuhinya syarat sahnya perjanjian
maka sejak saat itu pula perjanjian itu mengikat bagi para pihak. Mengikat
sebagai Undang-undang berarti pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat
tersebut berakibat hukum melanggar Undang-undang.

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik ini dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1338 ayat
(3) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik.” Menurut J. Satrio penafsiran itikad baik
yaitu bahwa perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kepantasan dan
kepatutan, karena itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan
kalaupun akhirnya seseorang mengerti apa yang dimaksud dengan iktikad baik,
orang masih sulit untuk merumuskannya.

Asas itikad baik mempunyai dua pengertian yaitu itikad baik subyektif
dan itikad baik obyektif.Asas itikad baik dalam pengertian subyektif dapat
diartikan sebagai sikap kejujuran dan keterbukaan seseorang dalam melakukan
suatu perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti obyektifberarti bahwa suatu
perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-
norma kepatutan dan kesusilaan atau perjanjian tersebut dilaksanakan dengan

apa yang dirasakan sesuai dalam masyarakat dan keadilan.
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3. Syarat Sah Perjanjian
Persyaratan suatu perjanjian merupakan hal mendasar yang harus
diketahui dan dipahami dengan baik. Suatu perjanjian akan mengikat dan
berlaku apabila perjanjian tersebut dibuat dengan sah. Berikut ini akan dibahas
mengenai persyaratan yang dituntut oleh Undang-undang bagi perjanjian agar
dapat dikatakan sah. Terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yang diatur di
dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
Dalam tercapainya kata sepakat atau kesepakatan dalam
mengadakan perjanjian, kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan
kehendak. Artinya, para pihak dalam perjanjian untuk mencapai kata
sepakat tersebut tidak dalam keadaan menghadapi tekanan yang

mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut.?®

Tidak dalam keadaan menghadapi tekanan tersebut dimaksudkan
bahwa para pihak dalam mencapai kata sepakat harus terbebas dari
kekhilafan (kesesatan), paksaan dan penipuan seperti yang tercantum
dalam Pasal 1321 KUHPerdata, yang berbunyi: “Tidak ada sepakat yang
sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya

dengan paksaan atau penipuan.”

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

3 |pid., hal. 73.
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Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada
asasnya, setiap orang adalah cakap menurut hukum, kecuali jika oleh
Undang-undang tidak cakap. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebutkan
orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian,
yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah
pengampuan, dan perempuan yang bersuami. Tetapi pada subjek yang
terakhir, yaitu perempuan bersuami telah dihapuskan oleh Surat Edaran
Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963, sehingga sekarang kedudukan
perempuan yang bersuami diangkat ke derajat yang sama dengan pria dan

cakap untuk mengadakan perbuatan hukum.

Suatu hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu merupakan suatu pokok perjanjian,
merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian dan
merupakan obyek perjanjian. Apa yang diperjanjikan harus cukup jelas,
ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung

atau ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata,
bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya bahwa
suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, apa yang
diperjanjikan atau barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling

sedikit harus ditentukan jenisnya dan tidaklah menjadi halangan bahwa
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jumlah barangnya tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat

ditentukan atau dihitung.?

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak
haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh
hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 ddan1333
KUH Perdata. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa ‘“Hanya
barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu

perjanjian”

Sedangkan pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa “Suatu
perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling
sedikit ditentukan jenisnya tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah
barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan /

dihitung”

Syarat bahwa prestasi harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak,
jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Apabila prestasi itu
kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap
tidak ada obyek perjanjian. Akibat tidak dipenuhinya syarat ini, perjanjian

itu batal demi hukum.

# Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, cet. 1,
Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 155.
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d. Suatu sebab yang halal
Syarat keempat untuk sahnya suatu perjanjian yang diatur di dalam
Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdata adalah mengenai suatu
sebab yang halal. Terkait dengan hal ini, Wirjono Prodjodikoro,
menyatakan bahwa tidak mungkin ada suatu persetujuan yang tidak
memiliki sebab atau causa, oleh karena causa sebetulnya adalah isi dari

persetujuan dan tiap-tiap persetujuan tentu mempunyai isi.*°

Keempat syarat di atas mutlak harus ada atau mutlak harus dipenuhi
dalam suatu perjanjian, oleh karenanya tanpa salah satu syarat tersebut
perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Apabila salah satu dari syarat subyektif
tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian dapat dimintakan oleh salah satu pihak
untuk dibatalkan. Sedangkan apabila salah satu syarat obyektif tidak terpenuhi,
maka suatu perjanjian adalah batal demi hukum, artinya dari semula dianggap

tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.®

4. Wanprestasi dalam Perjanjian
Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk,
dan pengertian dari Wanprestasi itu sendiri adalah tidak memenuhi atau lalai
melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang

dibuat antara Kreditur dengan Debitur.

% R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Op.cit., hal. 37.
%! Subekti, Hukum Perjanjian, Op.cit., hal. 17.
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Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat
suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang
membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang
mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagai mana

yang diatur di dalam pasal 1338 KUH Perdata.

Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang
berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas
suatu prestasi. Di dalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah
dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nsabah) lalai melaksanakan
kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak

melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman,
masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi,
sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang
hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdaspat di berabgai
istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Subekti, mengemukakan bahwa “wanprestsi” itu asalah kelalaian atau

kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:
a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.

b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana

yang diperjanjikan.
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c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, melakukan suatu

perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.*

Mariam Darus Badrulzaman, mengatakan bahwa apabila debitur
“karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka
debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting,
oleh karena dabitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama

sekali bukan karena salahnya.*

Menurut M. Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan
juga sebagai pelaksanaan kewajuban yang tidak tepat pada waktunya atau
dilaksankan tidask selayaknya.** Hal ini mengakibatkan apabila salah satu
pihak tidak memnuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah
mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi

perjajiab tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
maksud dari wanprestasi adalah pengertian yang mengatakan bahwa seorang
diakatakan melakukan wanprestasi bilamana : “tidak memberikan prestasi
sama sekali, telamabat memberikan prestasi, melakukan prestsi tidak menurut

ketentuan yang telah ditetapkan dalam pejanjian”.

#|pid., hal 59.

% Ibid., hal. 59
% M.Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1982, hal 60.
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Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena
dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah
pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat
mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting
untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya
atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian
bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi
oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu
perjanjian, pabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah

ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang
melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang
dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk
memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu

pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, tiap-tiap perikatan adalah
untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat
sesuatu. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka wujud prestasi terdiri atas hal-

hal berikut;
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a. Memberikan Sesuatu

Dalam perikatan, terdapat serah terima barang yang menjadi objek
perikatan. Hal tersebut terdapat dalam ketentuan pasal 1235 dinyatakan
:“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub
kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan
dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai
pada saat penyerahannya. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau
lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, yang akibat-akibatnya

mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan”

Pasal ini menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual
(yang lahir pada saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah
barang, dimana sejak saat tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang
seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat dengan baik
barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara barang kepunyaan
sendiri sama halnya dengan merawat barang miliknya yang lain,yang
tidak akan diserahkan kepada orang lain.31 Kewajiban merawat dengan
baik berlangsung sampai barang tersebut diserahkan kepada orang yang
harus menerimanya. Penyerahan dalam pasal ini dapat berupa penyerahan

nyata maupun penyerahan yuridis.*

% . Satrio, Hukum Perikatan, Bandung : Alumni, 1999, hal. 84.
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b. Berbuat Sesuatu

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan
perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud
prestasi  disini adalah melakukan perbuatan tertentu. Dalam
melaksanakan prestasi ini debitur harus mematuhi apa yang telah
ditentukan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas
perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh
para pihak. Namun bila ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka
disini berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku
dalam masyarakat. Artinya sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja
yang baik.

c. Tidak Berbuat Sesuatu

Suatu perikatan, tidak berbuat sesuatu berarti tidak melakukan
suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi di
sini adalah tidak melakukan perbuatan. Di sini kewajiban prestasinya
bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru sebaliknya yaitu bersifat
pasif yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu
berlangsung. Di sini bila ada pihak yang berbuat tidak sesuai dengan

perikatan ini maka ia bertanggung jawab atas akibatnya.
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d. Wujud wanprestasi

Wanprestasi dapat diketahui dengan melihat beberapa ketentuan

berikut:*®

1)

2)

3)

Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah
disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak
memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan

yang timbul karena undang-undang.
Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru

Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang
diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi
tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam

perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.
Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya

Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu

yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

Terdapat empat hal yang diakibatkan karena terjadi wanprestasi di

dalam suatu perikatan yaitu:

hal. 20.

% Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,
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a. Perikatan tetap ada. Dalam hal ini, wanprestasi tidak menghapus adanya

perikatan antara kedua belah pihak.
b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur

Ketentuan tersebut dijelaskan di dalam Pasal 1243 KUH Perdata
yaitu: “penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya
suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah
dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika
sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dan

dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”.

c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul
setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan
besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk
berpegang pada keadaan memaksa. Ketentuan ini hanya berlaku bagi
perikatan untuk memberikan sesuatu. Pasal 1237 KUHPerdata : “Dalam
hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu,
kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si
berpiutang.

d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat
membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan
menggunakan pasal 1266 KUHPerdata yaitu “Syarat batal dianggap

selalu dicantumkan dalam persetujuan — persetujuan yang bertimbal balik,
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manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Dalam hal
yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan
harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan,
meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan
di dalam perjanjian.

Akibat Wanprestasi yang ditimbulkan oleh pihak Debitur, maka
menimbulkan kerugian bagi kreditur. Oleh karena itu Debitur diharuskan
membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH
Perdata), Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-
kerugian (pasal 1267 KUH Perdata), Peralihan risiko kepada debitur sejak
saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata), Pembayaran

biaya perkara apabila diperkarakan di pengadilan (pasal 181 ayat 1 HIR).
Dalam Pasal 1246 KUHPerdata, ganti kerugian itu terdiri atas tiga

bagian yaitu ;

a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata

telah dikeluarkan oleh pihak.

b. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan satu

pihak yang diakibatkan oleh pihak lainnya.

c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh

kreditur apabila debitur tidak lalai.
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5. Akibat Hukum Perjanjian

Akibat hukum perjanjian yang sah menurut Pasal 1338 KUHPerdata adalah:

a. Berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak artinya pihak-pihak
harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati Undang-Undang. Jika
ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan
melanggar Undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi
hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat
hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak artinya perjanjian yang telah
dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh
ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik
kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lain.
Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut Undang-
Undang, perjanjuan dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

c. Pelaksanaan dengan itikad baik artinya pelaksanaan itu harus berjalan
dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan.
Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan
itulah yang dipandang adil.

B. Tinjauan Umum tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli
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Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibentuk karena pihak
yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan dan
pihak yang lain bersedia untuk membayar harga yang diperjanjikan (Pasal 1457
KUHPerdata). Adapun obyek dari perjanjian jual beli adalah barang-barang
tertentu yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya serta tidak dilarang menurut

hukum yang berlaku untuk diperjualbelikan.

Perjanjian jual beli telah sah mengikat apabila kedua belah pihak telah
mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meski barang tersebut belum
diserahkan maupun harganya belum dibayarkan (Pasal 1458 KUHPerdata).
Perjanjian jual beli dapat dibatalkan apabila si penjual telah menjual barang yang
bukan miliknya atau barang yang akan dijual tersebut telah musnah pada saat

penjualan berlangsung.

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian
dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas
barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.’
Berdasarkan pengertian jual beli tersebut, terdapat beberapa hal yang terkait
dengan jual beli yaitu penjual, objek barang yang diperjualbelikan, dan jumlah

harga.

Terdapat 2 unsur penting dalam jual beli, yaitu:

¥ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung: PT Alumni, 2010, him. 243.
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a. Barang/benda yang diperjualbelikan

Bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang
berwujud benda/zaak. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek
harta benda atau harta kekayaan. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdata,
hanya barang-barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek
persetujuan. KUHPerdata mengenal tiga macam barang dalam Pasal 503-Pasal
505 KUHPerdata yaitu:

1) Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh.

2) Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak.

3) Ada barang yang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak
dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis
karena dipakai.

Penyerahan barang-barang tersebut diatur dalam KUHPerdata
sebagaimana berikut:

1) Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang

itu (Pasal 612 KUHPerdata)

2) Untuk barang tidak bergerak penyerahan dilakukan dengan pengumuman
akta yang bersangkutan yaitu dengan perbuatan yang di namakan balik
nama di muka pegawai kadaster yang juga dinamakan pegawai balik

nama (Pasal 616 dan Pasal 620 KUHPerdata).
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3) Untuk barang tidak bertubuh dilakukan dengan membuat akta otentik atau
di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu

kepada orang lain (Pasal 613 KUHPerdata).

b. Harga
Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang.
Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli. Harga
ditetapkan oleh para pihak.® Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan
kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli. Pembayaran
tersebut dapat dilakukan dengan memakai metode pembayaran sebagai berikut:
1) Jual Beli Tunai Seketika
Metode jual beli dimana pembayaran tunai seketika ini merupakan
bentuk yang sangat klasik, tetapi sangat lazim dilakukan dalam melakukan
jual beli. Dalam hal ini harga rumah diserahkan semuanya, sekaligus pada saat
diserahkannya rumah sebagai objek jual beli kepada pembeli.
2) Jual Beli dengan Cicilan/Kredit
Metode jual beli dimana pembayaran dengan cicilan ini dimaksudkan
bahwa pembayaran yang dilakukan dalam beberapa termin, sementara
penyerahan rumah kepada pembeli dilakukan sekaligus di muka, meski pun

pada saat itu pembayaran belum semuanya dilunasi. Dalam hal ini, menurut

% Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: PT Alumni, 1986, him. 182. 11
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hukum, jual beli dan peralihan hak sudah sempurna terjadi, sementara cicilan
yang belum dibayar menjadi hutang piutang.
3) Jual Beli dengan Pemesanan/Indent

Merupakan metode jual beli perumahan dimana dalam melakukan
transaksi jual beli setelah indent atau pemesanan (pengikatan pendahuluan)
dilakukan, maka kedua belah pihak akan membuat suatu perjanjian
pengikatan jual beli yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban keduanya
yang dituangkan dalam akta pengikatan jual beli.

2. Pengertian Sewa Beli dan Unsur-Unsurnya

Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata yaitu suatu perjanjian dengan
mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan
dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan
menurut  Abdulkadir Muhammad, perjanjian Sewa Beli adalah aktiviti
menyewakan barangan dengan opsyen untuk membeli barangan tersebut.
Penyewa dan syarikat yang membiayai barang-barang tersebut adalah
pembiayaan dan juga pemilik. Hak milik hanya akan berpindah kepada penyewa
selepas semua angsuran dijelaskan. sementara itu, barang boleh di bawa pulang

untuk di pergunakan.

Dalam jual beli terdapat 2 unsur penting yaitu barang/benda yang

diperjualbelikan dan harga.
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a. Barang/Benda Yang Diperjualbelikan

Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau
harta kekayaan. Dalam perjanjian jual beli, barang/benda yang diperjualbelikan
harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang berwujud benda/zaak.
Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdata, hanya barang-barang yang biasa

diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan.

KUHPerdata mengenal tiga macam barang dalam Pasal 503-Pasal 505
KUHPerdata yaitu: a) Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak
bertubuh. b) Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak. ¢) Ada
barang yang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat
dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena

dipakai.

Penyerahan barang-barang tersebut diatur dalam KUHPerdata
sebagaimana berikut: a) Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan
kekuasaan atas barang itu (Pasal 612 KUHPerdata) b) Untuk barang tidak
bergerak penyerahan dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan
yaitu dengan perbuatan yang di namakan balik nama di muka pegawai kadaster

yang juga dinamakan pegawai balik nama (Pasal 616 dan Pasal 620
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KUHPerdata). ¢) Untuk barang tidak bertubuh dilakukan dengan membuat akta
otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu

kepada orang lain (Pasal 613 KUHPerdata).
b. Harga

Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang.
Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli. Harga
ditetapkan oleh para pihak.** Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan
kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli. Pembayaran

tersebut dapat dilakukan dengan memakai metode pembayaran sebagai berikut:

1) Sewa Beli Tunai Seketika Metode jual beli dimana pembayaran tunai
seketika ini merupakan bentuk yang sangat klasik, tetapi sangat lazim
dilakukan dalam melakukan jual beli. Dalam hal ini harga mobil
diserahkan semuanya, sekaligus pada saat diserahkannya mobil sebagai
objek jual beli kepada pembeli.

2) Sewa Beli dengan Cicilan/Kredit Metode jual beli dimana pembayaran
dengan cicilan ini dimaksudkan bahwa pembayaran yang dilakukan dalam
beberapa termin, sementara penyerahan rumah kepada pembeli dilakukan
sekaligus di muka, meski pun pada saat itu pembayaran belum semuanya

dilunasi. Dalam hal ini, menurut hukum, jual beli dan peralihan hak sudah

% yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, PT Alumni, Bandung, 1986, him. 182.
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sempurna terjadi, sementara cicilan yang belum dibayar menjadi hutang
piutang.

3) Sewa Beli dengan Pemesanan/Indent Merupakan metode jual beli
perumahan dimana dalam melakukan transaksi jual beli setelah indent atau
pemesanan (pengikatan pendahuluan) dilakukan, maka kedua belah pihak
akan membuat suatu perjanjian pengikatan jual beli yang berisi mengenai
hak-hak dan kewajiban keduanya yang dituangkan dalam akta pengikatan

jual beli.*
3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli
a. Hak dan Kewajiban Penjual

Hak penjual dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli melalu jasa
perantara ini adalah menerima pembayaran dari harga yang telah disepakati
oleh pembeli dari barang yang iajual. Menurut Pasal 1513 KUHPerdata
menjelaskan bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga
pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan,

hal tersebut merupakan hak yang harus diterima oleh penjual seperti

pada umumnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 1517 KUHPerdata diatur juga jika

pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut

0 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Penertbit. PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2001, him. 25.
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pembatalan sewa beli itu menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267.
Pembatalan jual beli dapat dilakukan oleh penjual jika pembeli tidak ada

itikad baik untuk melakukan pembayaran.

Adapun kewajiban utama penjual, yaitu: 1) Menyerahkan hak milik
atas barang yang diperjualbelikan. Kewajiban menyerahkan hak milik
meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk
mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual
kepada si pembeli. 2) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut

dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.**

Konsekuensi dari jaminan oleh penjual diberikan kepada pembeli
bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang
bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari suatu pihak. Dan mengenai cacat
tersembunyi maka penjual menanggung cacat-cacat yang tersembunyi itu
pada barang yang dijualnya meskipun penjual tidak mengetahui ada cacat
yang tersembunyi dalam objek jual beli kecuali telah diperjanjikan
sebelumnya bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung suatu apapun.
Tersembunyi berarti bahwa cacat itu tidak mudah dilihat oleh pembeli yang

normal.

b. Hak dan Kewajiban Pembeli

*! Subekti, Aneka Perjanjian, PT Alumni, Bandung, 1982, him. 8.
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Pengaturan tentang hak dan kewajiban penjual sebagai konsumen
yaitu diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK. Hak konsumen diatur dalam
Pasal 4, yaitu:

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keseluruhan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa;

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau
jasa yang digunakan;

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya;

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.



47

Hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK lebih luas dari
pada hakhak dasar konsumen sebagaimana yang pertama kali dikemukakan
oleh Presiden Amerika Serikat Jhon. F. Kennedy di depan kongres pada
tanggal 15 Maret 1962, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmadi Miru dan
Sutarman Yodo®, yaitu terdiri atas:

1) Hak memperoleh keamanan
Aspek ini terutama ditujukan pada perlindungan konsumen
terhadap pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan
keselamatan jiwa atau diri konsumen. Dalam rangka penggunaan hal ini,
pemerintah mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat penting.
Berbagai bentuk peraturan perundang-undangan harus ada dan telah
dibentuk untuk penanggulangannya, sekalipun dibanding dengan
mengikatnya produksi, karena pembangunan ribuan jenis barang dan/atau
jasa dirasakan peraturan untuk menjaga keselamatan dan keamanan
tersebut masih kurang.
2) Hak memilih
Hak ini bagi konsumen sebenarnya ditujukan pada apakah ia akan
membeli atau tidak membeli suatu produk barang dan/atau jasa yang
dibutuhkannya.

3) Hak mendapat informasi

2 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004, him. 39.
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Hak yang sangat fundamental bagi konsumen tentang informasi
yang lengkap mengenai barang dan/atau jasa yang akan dibelinya, baik
secara langsung maupun secara umum melalui media komunikasi agar
tidak menyesatkan.

Hak untuk didengar

Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepada konsumen bahwa
kepentingannya harus diperhatikan dan tercermin dalam pola
kebijaksanaan pemerintah termasuk di dalamnya turut didengar dalam
pembentukan kebijaksanaan tersebut.*®

Memperhatikan hak-hak yang disebut di atas, maka secara keseluruhan

pada dasarnya dikenal 10 (sepuluh) macam hak konsumen yaitu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Hak atas keamanan dan keselamatan;

Hak untuk memperoleh informasi;

Hak untuk memilih;

Hak untuk didengar;

Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;

Hak untuk memperoleh ganti kerugian;

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;

Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;

** Ari Purwadi, Aspek Hukum Perdata pada Perlindungan Konsumen, Majalah Yudika, FH.
UNAIR, 1992, him. 49-50.
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9) Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang
diberikannya;
10) Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Adapun kewajiban pembeli menurut Abdulkadir Muhammad, yaitu
terdiri atas kewajiban pokok yang dibagi ke dalam dua bagian yaitu:
menerima barang-barang dan membayar harganya sesuai dengan perjanjian
diaman jumlah pembayaran biasanya ditetapkan dalam perjanjian.*
Sedangkan menurut Subekti, kewajiban utama si pembeli adalah membayar
harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut
perjanjian. Harga tersebut haruslah sejumlah uang meskipun hak ini tidak

ditetapkan dalam undang-undang.

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang
telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur
disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: karena kesalahan debitur, baik

dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena

* Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Op.Cit., hlm. 257-258.
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keadaan memaksa (overmacht atau force majeure), jadi di luar kemampuan
debitur.*

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena: 1. Kesengajaan; 2.
Kesalahan; 3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).*® Wanprestasi
diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Si berutang
adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu
telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan,
bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang
ditentukan.”*’

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu
diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan
pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan
pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya ia
memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, debitur
dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam
perikatan. Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa
debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan.

Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah

lalai atau wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat

** Wahyu Sasongko, Op.Cit., him. 203.

*® Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), PT Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2007, him. 88 23

*" Subekti dan Tjitrosudibio, Op.Cit., him 323.
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juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi yang disebut somasi.
Somasi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian
Pengadilan Negeri dengan perantara Juru Sita menyampaikan surat peringatan
tersebut kepada debitur, yang disertai berita acara penyampaiannya. Peringatan
tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan
sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima. Surat peringatan ini
disebut “ingebreke stelling”.48

2. Bentuk Wanprestasi

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan
wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja
atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tiga keadaan tersebut yaitu: a. Debitur tidak
memenuhi prestasi sama sekali. b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik
atau keliru. c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau
terlambat.*

Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi dalam ilmu hukum
kontrak dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan “Doktrin Pemenuhan
Prestasi Substansial” (Substansial Performance). Yang dimaksud dengan doktrin
pemenuhan prestasi substansial adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa

sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi

jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak

“¢ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., him. 204. 24
%9 J. Satrio, Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), PT Alumni, Bandung, 1999, him
122.
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lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila suatu pihak
tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut telah tidak
melaksanakan kontrak secara “material” (material breach).50

Oleh karena itu, jika telah dilaksanakan substansial performance terhadap
kontrak yang bersangkutan, tdaklah berlaku lagi doktrin exception non adimpleti
contractus, yakni doktrin yang mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak
melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan
prestasinya. Akan tetapi tidak terhadap semua kontrak dapat diterapkan doktrin
pelaksanaan kontrak secara substansial. Untuk kontrak jual beli atau kontrak yang
berhubungan dengan tanah misalnya, biasanya doktrin pelaksanaan kontrak secara
substansial tidak dapat diberlakukan.™

Untuk kontrak-kontrak yang tidak berlaku doktrin pemenuhan prestasi
secara substansial, berlaku doktrin pelaksanaan prestasi secara penuh, atau sering
disebut dengan istilah-istilah sebagai berikut: (1) Strict performance rule; atau (2)
Full performance rule; atau (3) Perfect tender rule. Jadi, berdasarkan doktrin
pelaksanaan kontrak secara penuh ini, misalnya seorang penjual menyerahkan
barang dengan tidak sesuai (dari segala aspek) dengan kontrak, maka pihak
pembeli dapat menolak barang tersebut.>

3. Akibat Hukum

% Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Op.Cit., him. 89-90.
51 H

Ibid.
*2 Ibid.



53

Wanprestasi Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi
adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini: a. Debitur diwajibkan membayar
ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata). b.
Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau
pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdata). c. Apabila
perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi
wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata). d. Debitur diwajibkan memenubhi
perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti
kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata). e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika
diperkenankan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

Dalam hal debitur wanprestasi, maka diharuskan untuk membayar ganti
kerugian yang telah diderita oleh kreditur. Ketentuan ini berlaku untuk semua
perikatan juga kerugian yang diakibatkan karena wanprestasi. Persyaratan-
Persyaratan yang ditetapkan oleh KUHPerdata sehingga terjadinya kerugian
adalah sebagai berikut: 1. Komponen Kerugian Komponen kerugian yang dapat
diberikan berdasarkan pasal 1246 KUHPerdata terdiri dari 3 (tiga) unsur, yakni :
(1) Ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan (cost), misalnya ongkos
cetak, biaya materai, biaya iklan. (2) Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas
barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (damages).

Kerugian dalam hal ini vyaitu sungguh-sungguh diderita, misalnya
busuknya buah-buahan karena kelambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah

karena salah konstruksi sehingga merusak perabot rumah tangga, lenyapnya
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barang karena terbakar. (3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest).
Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya. Dalam
ganti kerugian itu tidak senantiasa ketiga unsur itu harus ada. Minimal ganti
kerugian itu adalah kerugian yang sesungguhnya diderita oleh kreditur.31
Meskipun debitur telah melakukan wanprestasi dan diharuskan membayar
sejumlah ganti kerugian, undang-undang masih memberikan pembatasan-
pembatasan yaitu: dalam hal ganti kerugian yang sebagaimana seharusnya dibayar
oleh debitur atas tuntutan kreditur. Pembatasan-pembatasan itu diberikan undang-
undang sebagai bentuk perlindungan terhadap debitur dari perbuatan kesewenang-

wenangan kreditur



